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Lama penggunaan 

internet per hari

7h 42m

Pengguna Internet di

Indonesia / setara

dengan 77% penduduk

Indonesia

212,9jt 

Penggunan internet 

dengan mobile phone
98.83%

• Era dimana teknologi cloud semakin berkembang, 
sehingga seseorang tidak perlu memiliki asset 
bangunan, server, armada, aplikasi untuk menjual
produknya



Government

• Tata Kelola Pemerintahan
• Silo base
• Tidak ada sentuhan TIK

i-Government
• Tata Kelola Pemerintahan Terpadu
• Antar silo terintegrasi
• Aktivitas transaksi digital G2G, G2B, G2C, 

G2E dan E2E makin dinamis

e-Government
• Tata Kelola Pemerintahan berbasis

elektronik
• Pemerintahan menggunakan TIK
• TIK melakukan otomatisasi kegiatan

administratif

Gov 1.0

Gov 2.0

Gov 3.0



Pada Era Revolusi Industri 4.0 Pemerintah perlu

bertransformasi menuju SMART 

GOVERNMENT:

✓ Tata Kelola Pemerintahan yang Cerdas

✓ Antar silo saling membutuhkan

✓ Big Data analytic menjadi sumber informasi

dalam pengambilan keputusan

✓ Kecerdasan Buatan berperan dalam proses 

birokrasi



Transformasi Masyarakat dan Industri

Society 1.0
Hunting 

Society 2.0
Agrarian

Society 3.0
Industrial

Society 4.0
Information

Society 5.0

• Akhir Abad 18
• Industri 1.0 & 2.0

• Akhir Abad 20
• Industri 3.0

• Akhir Abad 21
• Industri 4.0



Big Data Analytic

Autonomous VehicleSmart House

Teknologi terkini hadir untuk
mempermudah aktivitas manusia







"Siapa yang menguasai AI dia yang akan berpotensi 
menguasai dunia"



Reliable

Valid

Akurat

AI

Pembangunan Terarah

dan Berkelanjutan

▪ Implementasi Teknologi Big Data dan AI untuk
mendukung pembangunan terarah dan berkelanjutan
membutuhkan dukungan data yang valid, akurat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan

▪ Big Data dan AI tidak dapat berjalan selama masih
terdapat masalah data silo, tidak standar, tertutup, 
duplikasi dan format yang masih beragam



Peningkatan Kualitas Data di Era Industri 4.0

Data Big Data AI

✓ Data Identitas

✓ Data Pendidikan

✓ Data Kesehatan

✓ Data Kelahiran

✓ Data Pengeluaran

✓ Kondisi Kesehatan 

Masyarakat

✓ Tingkat Pendidikan 

Masyarakat

✓ Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat

✓ Rekomendasi Bantuan

Pemerintah yang 

dibutuhkan

✓ Rekomendasi Kebijakan

yang diperlukan

Data Identitas, Data Pendidikan, Data Kesehatan, Data Kelahiran, Data Pengeluaran, 

ketika terintegrasi akan dapat dianalisa untuk mengetahui kondisi kesehatan, pendidikan, maupun

kesejahteraan masyarakat. Dari pola yang ada dapat diolah dengan teknologi AI untuk memberikan

rekomendasi dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan

• Untuk dapat digunakan dalam Big Data dan AI, data pemerintah perlu saling terintegrasi
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Manajemen
Risiko

Manajemen
Keamanan
Informasi

Manajemen
Data

Manajemen
Aset TIK

Manajemen
Layanan

Manajemen
Pengetahuan

Manajemen
Perubahan

Manajemen
SDM 1

2

3
4

5

6

7

Layanan
SPBE

Data	dan
Informasi

Infrastruktur
SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan
SPBE

Rencana
Anggaran

Rencana Induk
dan

Arsitektur

SPBE

Proses	Bisnis

Audit	TIK

Government CISO
(Chief Information Security Officer)

Government CTO
(Chief Technology Officer)

Government CDO
(Chief Data Officer)

Government CFO
(Chief Financial Officer)

Government R&D    
(Research and Development)

Government CIO
(Chief Information Officer)

KERANGKA SPBE

REGULASI TRANSFORMASI DIGITAL

Regional 
Government CIO
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Perpres 95/2018 : Infrastruktur SPBE

• IPPD harus menggunakan PDN
• IPPD tidak perlu mengalokasikan anggaran penyelenggaraan dan pengelolaan

Pusat Data masing-masing
• Setiap Instansi dapat fokus pada tugas fungsi pelayanannya

• JIP diselenggarakan setiap IPPD
• JIP digunakan sebagai pengamanan dalam pengiriman data dan informasi

antar IPPD



319 IPPD:
• 60 Instansi Pusat
• 259 Pemerintah Daerah

Pengguna

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah :
● Perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

2021 : Pengembangan SPLP 
Fitur :
✓ Multitenancy
✓ Enterprise Service Bus
✓ API Management
✓ ETL Tools



Sistem Penghubung
Layanan

Pemerintah (SPLP)

Pasal 33 Perpres SPBE



Layanan Interoperabilitas Data (LID) / API Management 



Prinsip Interoperabilitas

Aplikasi A

Instansi A

Aplikasi B

Instansi B

Aplikasi C

Instansi C

Aplikasi D

Instansi D

Aplikasi E

Instansi E
Aplikasi F

Instansi F

• Interoperabilitas bukan dilakukan point to point antar aplikasi, tetapi melalui Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat atau Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

SPL IPPD

Aplikasi 
IPPD

Aplikasi 
IPPD

SPL IPPD

Aplikasi 
IPPD

Aplikasi 
IPPD

Aplikasi 
IPPD

Aplikasi 
IPPD

SPL IPPD

Aplikasi 
IPPD

Aplikasi 
IPPD

SPL IPPD

Dengan SPLP

Point to point tanpa SPLP



INTEROPERABILITAS DATA

Bukan

Aplikasi Umum Aplikasi Sejenis

Aplikasi Umum

Interoperabilitas =
Aplikasi Khusus

18

• Konsep interoperabilitas dilakukan antar aplikasi umum, bukan antar aplikasi sejenis

• Meskipun teknologi interoperabilitas dapat menghubungkan antar sistem dengan 

platform berbeda, namun menginteroperabilitaskan antar standar data yang berbeda 

tidaklah mudah

Aplikasi Umum



Krisna

ePlanning

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

548 API Pemda
Sementara di Pusat, 1 aplikasi
Krisna dipakai semua KL

50 aplikasi
sektoral

X =
27.400 Aplikasi
27.400 API

Ini baru integrasi dalam satu sektor

100 aplikasi
sektoral

=
54.800 Aplikasi
54.800 API

Ini baru integrasi dalam satu sektor

X

Bila perlu Rp. 100 juta per API
Maka biaya: Rp. 5,4 T (Pertahun)

Bila perlu Rp. 100 juta per API
Maka biaya: Rp. 2,74 T (Pertahun)

Perlu waktu berapa lama? Dapatkah tercapai di 2024?

Perencanaan Pembangunan Interoperabilitas Pemanfaatan Pemeliharaan

● Interoperabilitas?



Interoperabilitas Aplikasi Sejenis

Aplikasi A’

Aplikasi A 

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

630 API 

IPPD

20

Jika interoperabilitas 1 aplikasi perlu waktu 1 

bulan. Untuk menghubungkan aplikasi IPPD 

diperlukan:

630 API IPPD x ... bln = …. bulan = ?? tahun

Dampak interoperabilitas aplikasi sejenis

• Potensi ditemuinya data yang tidak standar, 

sehingga perlu proses transformasi

• Saat ada Perubahan Proses Bisnis, Penambahan 

Fitur pada Aplikasi Umum/Aplikasi Sejenis perlu

dilakukan penyesuaian API

• Perlu alokasi anggaran untuk OMD setiap aplikasi

• Big Data Analitic mengacu pada data yang silo

• Pengambilan keputusan berlaku secara silo



Ini baru 4 aplikasi

Krisna

ePlanning

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

SPAN/SAKTI

eBudgeting

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

SIMPEGNAS

eKepegawaian

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

eNAKERNAS

eNaker

Kab 5 Kab 6 Kab 7 Kab 8

Kab 1 Kab 2 Kab 3 Kab 4

Kab 13 Kab 14 Kab 15 Kab 16

Kab 9 Kab 10 Kab 11 Kab 12

Kab 17 Kab 18 Kab 19 Kab 20

Kab 21 Kab 22 Kab 23 Kab 24

DST



kurir

Citizen

Business

ASN

• Pemerintah terhubung dengan Masyarakat dan 

Bisnis melalui SuperAPPS

• IPPD tidak perlu menyiapkan infrastruktur dan 

platform masing-masing, dan bisa fokus pada 

proses bisnis masing-masing

Super Apps

Pemanfaatan teknologi berbagi pakai



Yang dihadapi masyarakat saat ini

1. Masyarakat harus mengetahui

layanan yang dibutuhkan dan 

Instansi yang dapat melayani

2. Harus menginstall aplikasi sesuai

layanan yang dibutuhkan

3. Harus mengingat dan mengakses

situs web layanan sesuai

kebutuhannya

4. Harus mendaftar pada setiap

layanan yang diakses

5. Harus mengingat banyak

username dan password



Transformasi Layanan Pemerintah

• Terciptanya layanan berbasis citizen centric
• Masyarakat tidak perlu mengakses dan menginstal

banyak aplikasi 
• Masyarakat cukup menyampaikan kebutuhannya, tidak

perlu mengetahui Instansi/unit yang menangani
• Pemerintah dapat terhubung dengan Masyarakat dan 

Bisnis melalui aplikasi terintegrasi
• IPPD tidak perlu menyiapkan infrastruktur dan platform 

masing-masing, dan bisa fokus pada proses bisnis 
masing-masing

Super Apps



Pendekatan Layanan citizen centric



Contoh : Ragam Aplikasi Pelaporan di Playstore

Masyarakat

Masyarakat akan bingung

mau lapor kemana dan bila

beda daerah akan banyak

Install aplikasi lapor yang 

berbeda.

Studi Kasus
Saat ini masing-masing 

daerah memiliki Aplikasi

Pelaporan silo-silo, tidak

terintegrasi dan tidak

komprehensif.

Pemeliharaan aplikasi pun 

beragam ;

- Rilis lalu ditinggal; 

- Tidak update patch 

securitynya;

- dsb.

26





Peraturan Menteri Kominfo no. 1 Tahun 2023

Interoperablitas Data dalam

Penyelenggaraan SPBE dan SDI
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